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TBNTANG

PENDIRIAN/PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KDJURUAN NEGERI - 1

KATINGAN KUALA DI DESA JAYA MAKMUR
KECAMATAN KATIGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa datam rangka perlua,san daya tampuflg, pemerataan
kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan untuk
mensllkseskan Visi Katingan Cerdas serta Wajib Belajar 12

Tahun, khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah di
Kabupaten Katingan, dipandang perlu membuka dan
menetapkan PendirianlPenegerian Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri - 1 Katingan Kuala di Desa Jaya Makmur
Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Katingan;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Rrlang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a1B0);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nornor L26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun }OLI tentang Pembenhlkan
Peraturan Peratruan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zOLl Nomor 82, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S%fl;

Mengingat



5.
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UndangUndang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
nomor 244, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penerapan Peratulran Pemerintah Fenggzurti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 20l4tentang Pembahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintatran Daerah menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahurr
2015 Nomor 24 Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2657);

Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 199L Nomor 94, Tawrbahan kmbaran Negana Republik
Indonesia Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961; sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2AL3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 7t, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5413 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo8 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor tT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2OL0 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor II2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2OOB tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Katingan
(kmbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
KabupatenKatingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah
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dengan Peraturan Daerah Kabupaten katingan Nomor 3
Tahun 20LI tentang Organisasi dan tata Keda Dinas
Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun zAL 1 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2OI4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2Ql4 Nomor a3);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2OOT tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Bidang Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2A14 bntang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 6O7\,

MEMUTUSI(AN :

KEPUTUSAN BUPATI KATINGANMenetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

PENDIRIAN/PENEGERIAN StrKOLAH
KE"IURUAN NEGERI - 1 KATINGAN KUALA
MAKMUR KECAMATAN KATINGAN KUALA
KATINGAN.

TtrNTANG
MENENGAH

DI DESA JAYA
KABUPATEN

Membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri - 1 Katingan
Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusa"n
ini.

Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri - 1 Katingan Kuala sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
untuk melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah
Menengah Kejurua,n Negeri - 1 Katingan Kuala
sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas
Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal E - 5- ?r,l9

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Direkhrr Pembinaan Sekolakr Menengah Kejuruan, Dirjen Dikmen,

Kemendikbud di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
Up. a. Kepala Bagiaq Administrasi Kesejahteraan Ralryat;

b. Kepala Bagian Hukum;
c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di
Kasongan;

9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
1O. Camat Kating€Ln Kuala di Pegatan;
11. Kepala Desa Jaya Makmur di Jaya Makmur
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4.
5.
6.

7.
8.

YANTENGLIE



LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

: 4a'5 /pa,e lKfrs/v /aos
i 6 Mer r.ots

: PENDIRIANIPENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJTIRUAN NEGERI 1 KATINGAN KUALA DI DESAJAYA MAKMU&
KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN

NAMA, LOKASI, BIDANG KEAHLIAN,PROGRAM STUDI,DAN KOMPETENSI KEAHLIAN

NO. NAMA SEKOLAH LOKASI/ALAMAT BIDANG STUDI
KEAHLIAN

PROGRAM STUDI KEAHLIAN PAKET KEAHLIAN

1 SEKOLAH
MENENGAH
KEJURUAN ( SMK }

NEGBRI 1 KATINGAN
KUALA

DESA JAYA MAKMUR
KBCAMATAN
KATINGAN KUALA
KABUPATEN
KATINGAN

AGRIBISNIS DAN
AGROTEKNOLOGI
PERIKANAN DAN
KELAUTAN

1.

2.

1. l.AGROBISNIS PRODUKSI
TANAMAN

1. 2.AGROBISNIS HASIL
PBRTANIAN

2. L.TEKONOLOGI DAN
PRODUKSI PBRIKANAN

1. 1 AGROBISNIS
TANAMAN PANGAN

T.2 TEKNOLOGI
HASILPERTANIAN

2. L.BUDIDAYA
PERIKANAN


